Menimbang

Mengingat

SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMIS| PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI
Nomor : 31/Kep./KPU.Kosi/P/2008

TENTANG

PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MENGAUDIT
LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON WALIKOTA DAN

WAKIL WALIKOTA SUKABUMI DALAM PEMILIHAN UMUM

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,

bahwa sesuai dengan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005
sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25
Tahun 2007, maka untuk mengaudit laporan dana kampanye pasangan calon Walikota
dan Wakil Walikota perlu ditunjuk Kantor Akuntan Publik yang ditetapkan dengan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi;

L

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota
Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita
Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4413);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548);
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Memperhatikan

2.

. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4801);

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan

Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembarap
Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4719);

. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja

Komisi Pemilihan Umum;

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik
Pelaksana Pemilihan Umum;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Keputusan  Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi  Nomor
19/SK/KPU Kosi/lX/2007 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum Kota Sukabumi, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor
01/Kep./KPU Kosi/P/ 2007 tentang Program, Kegiatan dan Jadwal Waktu Tahap
Pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun
2008;

6. Perikatan Audit Dana Kampanye Antara Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi
dengan  Kantor  Akuntan  Publik  Hidayat Effendi  Nomor
2701172/KPU Kosi/lll/2008;

7. Keputusan Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tanggal
10 Maret 2008;
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Dana Kampanye
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi dalam Pemilihan Umum
Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008, sebagai berikut :

Nama Kantor : Kantor Akuntan Publik Hidayat Effendi
Alamat : JI. Tata Surya No. 18 Bandung 40286
Akta Pendirian . No. Reg. Negara : D-1647
No. izin APU : Kep- 153/KM.17/1999
No. izin KAP : Kep- 237/KM.17/1999

KEDUA . Hak dan kewajiban Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU, dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum
Kota Sukabumi dengan Kantor Akuntan Publik Hidayat Effendi.

KETIGA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan

diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperiunya apabila di kemudian hari
temyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 10 Maret 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
KETUA,

ttd
H. DEDDY AZIS
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